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f Departemen Pendidikan day chudayaﬁn No. 018/C/Ken/1.83 tanggal 23 Februari 1983 lentang . :
Syarat-syarat dan tata cara Pendirian Sckolah Swasta, dengan ini kami nyvatmkan : '3
_ Yerhitung mulai Tohun ajaran 1287/160 ER/SDIST*) tersebut di atas kami * '
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; 2, Sckolah wajib menggunakan kurikulum dan huky sumber yang telah dan akan ditetapkan oleh \'
- l Pimpinan Depdikbud, sesuai dengan jenis dan ienjang pendidikan yang relevan ‘
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DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASfMAN USIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : AHU-3900.AH.01.02. Tahun.2008
TENTANG

PENGESAHAN YAYASAN

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

Membaca

Menimbang :

Mengingat :

Menetapkan :

PERTAMA

KEDUA

. Surat permohonan dari Notaris lin Abdul Jalil, SH nomor 04/Not/TAJ/YYS/VIIL/2008

tanggal 23 Agustus 2008 perihal permohonan pengesahan akta pendirian yayasan yang
diterima tanggal 25 Agustus 2008;

Bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap Akta Pendirian Yayasan yang di
sampaikan kepada Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia, akta tersebut telah

memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga
dapat disahkan;

l. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 te'htang Yayasan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambehan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4132) juncto Undang-undang Republik Indonesia
Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun
2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);

2. Surat Kcputusan Dircktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen
Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-26.HT.01.10. TH

2004 tanggal 06 Desember 2004 tentang Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan
Persctujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Yayasan;

MEMUTUSKAN

Membetikan Pengesahan Akta Pendirian :

YAYASAN PESANTREN ISLAM ISTAWA BANDUNG
NPWP : 02.735.270.7-444.000
berkedudukan di Kabupaten Bandung, sesuai dengan Akta Nomor 11 tanggal 12

Pebruari 2007 yang dibuat oleh Notaris lin Abdul Jalil. SH berkedudukan di
Kabupaten Bandung.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditctapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Agustus 2008 °
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